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PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 TAHUN 2020
TENTANG 
PENGANGKATAN NARA SUMBER PENYUSUNAN
MATERI UJI SKEMA LEVELING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

	Menimbang        :  
	a. bahwa sesuai mandat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, salah satu tugas utama Perpustakaan Nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya bidang perpustakaan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi; terkecuali bagi Pustakawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan sertifikasi Pustakawan perlu disusun materi uji skema leveling; 
d. bahwa untuk menyusun materi uji skema leveling, perlu mengangkat nara sumber yang mampu memberi masukan/pemikiran dalam rangka penyusunan materi uji skema leveling;
e. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diangkat sebagai nara sumber dalam penyusunan materi uji skema leveling;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pengangkatan Nara Sumber Penyusunan Materi Uji Skema Leveling;


	  Mengingat        :
	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang   Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4774);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
7. Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaiaan Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1699);
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 714);
9. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;


MEMUTUSKAN:
	Menetapkan       :
	KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN NARA SUMBER PENYUSUNAN MATERI UJI SKEMA LEVELING. 

	KESATU             :
	Mengangkat Nara Sumber Penyusunan Materi Uji Skema Leveling yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Nara Sumber Materi sebagai berikut:
1.

Kepala Perpustakaan Nasional
2.

Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan

3.

Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan

4.

Joko Prasetyo, S.H., S.S., M.Si. (Perpustakaan Nasional)
5.

Dra. Sarwidiarti Mrihastuti, S.S., M.Si. (Perpustakaan Nasional)
6.

Dra. Adriati, M.Hum. 

(Perpustakaan Nasional)
7.

Alfa Husna, S.S., M.P. 

(Perpustakaan Nasional)
8.

Dra. Arifah Sismita, M.Si. 

(Perpustakaan Nasional)
9.

Yudho Widiatmono, S.Kom. 

(Perpustakaan Nasional)



	KEDUA 
       :

	Nara Sumber Materi mempunyai tugas:
1. Membuat perangkat uji kompetensi;
2. Membuat materi uji kompetensi;
3. Melakukan uji coba perangkat dan materi uji kompetensi;

4. Melakukan evaluasi perangkat dan materi uji kompetensi;

5. Memastikan perangkat dan materi uji kompetensi siap digunakan;

6. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Perpustakaan Nasional.

	KETIGA              :
	Biaya untuk keperluan tugas  Nara Sumber Materi ini dibebankan pada Anggaran Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2020.

	KEEMPAT           :
	Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	
	


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal  11 Februari 2020

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO
